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Abstrak 

 

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) saat ini sangatlah urgent, 

karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan 

meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang. Penggunaan 

Coretax oleh UKM Jaga Raga diharapkan dapat membantu para karyawan dan juga 

pemilik UKM untuk lebih praktis dalam pelaporan pajak, lapor SPT lebih sederhana, 

sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, memudahkan pelayanan pajak dalam 

satu portal, mengelola data secara transparan, dan memeriksa dan penagihan pajak yang 

lebih efisien. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM Jaga Raga melakukan 

Aktivasi akun Coretax, karena supaya memudahkan pelaporan SPT Tahunan 2025 yang 

akan kita lakukan sebentar lagi. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 

November 2025 dengan melalui zoom dan disajikan dalam bentuk melakukan kegiatan 

Aplikasi Simulator Terpadu Coretax. Jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi akun 

Coretax, maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Padahal, mulai 

tahun pajak 2026, semua layanan perpajakan akan menggunakan sistem Coretax, 

termasuk penyampaian SPT Tahunan. Jadi, pastikan kita semua sudah melakukan 

aktivasi akun Coretax sebelum tahun pajak 2025 berakhir.  
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BAB I  

Pendahuluan 

 

A. Analisis Situasi   

 Untuk mengatasi masalah penerimaan pajak yang rendah maka pemerintah 

Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 

aplikasi Coretax sebagai tanggapan atas masalah yang ada. Aplikasi ini memiliki 

sesuatu yang unik. Coretax DJP dirancang untuk membuat administrasi layanan DJP 

lebih mudah bagi pengguna. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) menetapkan bahwa 

pembangunan Coretax DJP merupakan bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti 

Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP adalah proyek yang bertujuan untuk 

merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pengembangan 

sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) dan pembenahan 

basis data perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2025). 

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) saat ini sangatlah urgent, 

karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak 

dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Cindy & 

Chelsya, 2024). Selain itu  CTAS memudahkan instansi pajak untuk mendeteksi 

potensi kelalaian atau ketidakpatuhan pajak secara efektif. Dengan diterapkannya 

CTAS, wajib pajak akan menerima layanan yang lebih baik, risiko sengketa pajak 

dapat diminimalkan, biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, serta tingkat kepatuhan 

pajak dapat meningkat (Notika, Arimbhi, & Hidayat, 2023).  

Coretax bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dengan fokus pada 

pajak-pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

dan Pajak Perusahaan, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Dengan 

sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan terfokus, diharapkan beban 

administrasi bagi wajib pajak dan otoritas pajak dapat berkurang, serta tingkat 

kepatuhan pajak dapat meningkat. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti e-

filing dan e-billing untuk mendukung coretax juga dapat meningkatkan akurasi dan 

transparansi dalam pengumpulan data pajak (Ndruru dkk, 2023).   

 Masalah  yang  timbul  dalam  implementasi sistem Coretax, seperti kesalahan 

login, server down, dan kegagalan dalam pembuatan faktur pajak, telah menurunkan 

kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Selain itu, hambatan teknis 

ini berdampak pada pengusaha yang kesulitan memenuhi kewajiban pajak mereka 



tepat waktu, tentu berimbas pada penerimaan pajak negara (Erstiawan, 2025).  

 

B.  Masalah Mitra dan Solusinya 

Penggunaan Coretax oleh UKM Jaga Raga diharapkan dapat membantu para 

karyawan dan juga pemilik UKM untuk lebih praktis dalam pelaporan pajak, lapor 

SPT lebih sederhana, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, memudahkan 

pelayanan pajak dalam satu portal, mengelola data secara transparan, dan memeriksa 

dan penagihan pajak yang lebih efisien. Dengan kemudahan ini diharapkan masalah-

masalah yang sering di hadapi UKM Jaga Raga terkait perpajakan bisa diselesaikan 

sehingga menghindari sanksi dari pemerintah dan memudahkan dalam pelaporan 

pajak di tahun 2026. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, saya menyarankan untuk membantu 

Aktivasi Akun Coretax DJP dan   Sertifikat Elektronik Coretax untuk UKM Jaga Raga. 

Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM Jaga Raga melakukan Aktivasi akun 

Coretax, karena supaya memudahkan pelaporan SPT Tahunan 2025 yang akan kita 

lakukan sebentar lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab II   

Metode Pelaksanaan 

 

A. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu tahap 

penjelasan sedikit tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aktivasi  Akun 

Coretax DJP dan SertifikatBagian akuntansi, finance, dan pajak dari UKM Jaga 

Ragaakan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Acara ini dilaksakan tanggal 1 

November 2025 secara daring zoom selam 1,5 jam. Kegiatan ini hanya diikuti oleh 3 

orang karyawan bagian akuntansi dan keuangan serta pemilik UKM. 

 

B. Metode Pelaksanaan 

Untuk pemaparan materi dilaksanakan dengan melalui zoom dan disajikan dalam 

bentuk melakukan kegiatan Aplikasi Simulator Terpadu Coretax dimulai dengan 

memperkenalkan Coretax dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

UKM Jaga Raga dan disini akan diberikan  solusi oleh tim terkait permasalahan 

tersebut.  

Dalam pelaksanaanya, metode langsung melakukan aktivasi akun coretax dan 

kode otorisasi lalu dilanjutkan dengan melakukan validasi kode otorisasi. Selain itu 

peserta akan belajar tentang cara memanfaatkan fitur-fitur utama aplikasi dalam 

pengelolaan data pajak, pembuatan laporan, dan proses pembayaran.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab III  

Hasil Pembahasan  

  

A. Hasil Pembahasan 

Acara ini dimulai dengan pendahuluan dan perkenalan yang sangat membantu 

partisipan untuk mengenal dan mengetahui manfaat penggunaan web dan aplikasi 

Coretax serta perbedaan dengan aplikasi sebelumnya yaitu DJP online. Selain itu juga 

diberikan materi mengenai lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem Coretax, 

mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahun Tahunan (SPT), 

taxpayer account management, pembayaran, serta layanan perpajakan. 

Aktivasi akun dapat dilakukan bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP 

Online. Selain itu, wajib pajak juga harus telah memiliki NPWP 16 digit. Artinya, untuk 

orang pribadi telah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai 

NPWP. 

Untuk mengecek apakah NIK telah dipadankan, wajib pajak dapat melakukan login 

ke DJP Online dengan NIK. Jika berhasil, NIK tersebut berarti telah dipadankan. Apabila 

tidak, wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan 

pemadanan NIK-NPWP. Jika belum pernah mendaftar NPWP, maka harus melakukan 

registrasi NPWP Orang Pribadi di Coretax. 

3 Langkah Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi 

Langkah 1 yaitu aktivasi akun Coretax dapat dilakukan dengan cara berikut ini: 

1. Masuk ke laman ttps://coretaxdjp.pajak.go.id/ kemudian klik Aktivasi Akun 

Wajib Pajak 

2. Pada bagian Manajemen Kasus, centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak 

sudah terdaftar? 

3. Selanjutnya, masukkan NPWP 16 digit atau NIK, lalu klik Cari. 

4. Lengkapi detail kontak berupa email dan nomor telepon yang terdaftar di akun 

DJP Online. Jika terdapat perubahan, hubungi contact center Kring Pajak 

1500200 atau KPP terdekat. Kemudian verifikasi identitas dengan mengambil 

foto. 

5. Centang Pernyataan, lalu klik “Simpan”. 

6. Periksa email untuk mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang 

memuat kata sandi sementara. Kemudian, buka kembali laman 

coretaxdjp.pajak.go.id, lalu masukkan ID Pengguna, kata sandi sementara, dan 

kode captcha, kemudian klik Login. Pada saat login pertama, ubah kata sandi dan 

https://ortax.org/subjek-pilihan/10/cara-registrasi-npwp-orang-pribadi-di-coretax


buat Passphrase. Selanjutnya, akses kembali halaman login akun Coretax DJP 

menggunakan kata sandi baru. 

Atau bisa juga dengan cara: 

Langkah-langkah dalam melakukan aktivasi akun Coretax wajib pajak:  

1. Akses laman coretaxdjp.pajak.go.id  

2. Klik tombol “Lupa Kata Sandi?”  

3. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan 

(NIK)  

4. Pilih metode tujuan konfirmasi sesuai dengan nomor telephone atau email yang 

terdaftar pada akun DJP Online  

5. Centang kotak pada kolom pernyataan lalu klik tombol “Kirim”  

6. Akan muncul email atau pesan konfirmasi berisikan tautan untuk melakukan 

perubahan kata sandi, klik tautan pada email atau pesan tersebut  

7. Buat kata sandi berisikan 8 karakter yang terdiri dari minimal 1 angka dan 1 

karakter spesial  

8. Konfirmasi dan ulangi kata sandi yang telah dibuat, lalu klik “Simpan”  

9. Buka kembali laman Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id) lalu masukkan ID 

pengguna, kata sandi yang telah dibuat, dan kode captcha, kemudian klik tombol 

“Login”  

10. Aktivasi selesai  

Setelah Akun Coretax berhasil diaktivasi, maka langkah berikutnya adalah: 

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP) 

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen 

perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO 

DJP adalah sebagai berikut. 

1.    Login di Coretax DJP. 

2.   Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. 

3.    Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP). 

4.    Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase. 

5.    Centang pernyataan lalu klik Kirim. 

6.    Jika berhasil, akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”. 

7.    Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital. 

 

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi 

1.    Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya. 

2.    Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate. 

https://coretaxdjp.pajak.go.id/


3.    Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status. 

4.    Jika sukses, klik tombol Menghasilkan. 

5.    Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya. 

 

KO DJP sudah aktif dan tervalidasi. Dengan aktivasi akun Coretax dan KO DJP yang 

valid, kita memperoleh sejumlah keuntungan. Urusan perpajakan menjadi lebih praktis, 

karena semua layanan dalam satu aplikasi; aman, karena menggunakan tanda tangan 

elektronik resmi DJP; dan siap, karena tak perlu panik saat musim laporan SPT tahunan 

tiba. 

Jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi akun Coretax, maka tidak dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Padahal, mulai tahun pajak 2026, semua 

layanan perpajakan akan menggunakan sistem Coretax, termasuk penyampaian SPT 

Tahunan. Jadi, pastikan kita semua sudah melakukan aktivasi akun Coretax sebelum 

tahun pajak 2025 berakhir.  Mengingat, periode penyampaian SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadi maupun Badan tahun pajak 2025 akan dimulai sejak tahun pajak berakhir, yaitu 1 

Januari 2026. 

 

B. Luaran 

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk artikel  

yang sudah di submit ke Jurnal Pustaka Mitra, Poster-HKI yang sudah ada 

sertifikat HKI dan laporan prototype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab IV  

Kesimpulan dan Saran   

 

Oleh karena itu , sangatlah penting bagi para UMKM dalam melakukan aktivasi 

akun Coretax dan membantu mendapatkan sertifikat elektronik. Partisipan juga 

diberikan pengenalan, tujuan, dan praktik menggunakan Coretax. Selain itu kita juga 

membantu para karyawan di UKM Jaga Raga melakukan aktivasi akun coretax. 

Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk para UKM karena kurangnya 

pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan berbasis sistem. Sarannya 

untuk melakukan kegiatan ini ke UKM lain di daerah sekitarnya. 
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Lampiran 

1. Materi paparan  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Foto kegiatan. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Bukti luaran.* (Artikel di Koran) 

Link artikelnya : Coretax Resmi Diterapkan: Sistem Pajak Baru Mulai 

Ubah Cara Wajib Pajak Bertransaksi 
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4. HKI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Laporan Prototype 

 

 


